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Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara,
semakin cepat pula perputaran roda pembangunan

Keywords: nasional. Reformasi birokrasi dan pembangunan Zona
Kemampuan Berbicara, Integritas menuju WBK-WBBM pada hakikatnya adalah
Bermainperan perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola

pemerintahan. Oleh karena itu, tulisan ini membahas
bagaimana Reformasi birokrasi dan pembangunan Zona
Integritas menuju WBK-WBBM itu bekerja dalam
menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional
dengan karakter, adaptif, berintegritas, bersih dari
perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu melayani
publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-
nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur
negara.

PENDAHULUAN

Komitmen pemerintah dalam menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan
berwibawa telah ditunjukkan dengan keseriusan untuk melakukan Reformasi Birokrasi.
Birokrasi yang profesional, efektif dan efisien, merupakan pilar penting bagi terbentuknya
tata kelola pemerintahan yang baik (goodgovernance). Untuk itu, melalui Peraturan
Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025,
pemerintah telah menyusun kerangka, arah dan tahapan yang jelas dalam Reformasi
Birokrasi yang sudah memasuki periode ketiga yaitu tahun 2020-2024. Pada periode ketiga
ini, seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) pemerintahan baik pusat maupun daerah akan
mengupayakan Reformasi Birokrasi dilakukan secara fokus pada permasalahan tata kelola
pemerintahan, dimana setiap Kementerian/Lembaga akan memilih prioritas perbaikan tata
kelola pemerintahan tersebut sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang
dihadapi.

Adanya target dan capaian Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan
Kementerian/Lembaga merupakan salah satu langkah awal untuk mendukung program
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pemerintah dalam melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi yang
baik, efektif dan efisien, sehingga Tugas Pokok dan Fungsi setiapKementerian/Lembaga
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berjalan sebagaimana
mestinya.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran-sasaran yang dimmaksud, maka
setiap Kementerian/Lembaga dan instansi pemerintahan perlu terlebih dahulu
menyelaraskan antara rencana pelaksanaan dengan segala aturan yang berlaku. Untuk itu,
setiapKementerian/Lembaga perlu secara kongkrit membangun pedoman dan strategi
pelaksanaan dalam melakukan penyusunan dan pemenuhan target dan capaian Reformasi
Birokrasi dan Zona Integritas yang secara teknis yuridis didasarkan pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020
Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan juga Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Upaya
ini tentunya merupakan bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi dan
rencana rinci Reformasi Birokrasi selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024 serta
berlaku bagi seluruh Kementerian/Lembaga dan Instansi pemerintahan pusat maupun
daerah menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
sebagaimana yang diharapkan.

LANDASAN TEORI
A. TinjauanTerhadapReformasi Birokasi

Secarabahasa, istilahbirokrasiberasaldaribahasaPrancisbureau yang
berartikantorataumejatulis, dan kata Yunani kratein yang berartimengatur (Said, 2007).
Menurut Max Weber seperti yang dikutipSai’'d (2007)
birokrasiadalahsistemadministrasirutin yangdilakukandengankeseragaman,

diselenggarakandengancara-caratertentudidasarkanaturantertulis oleh orang-orang yang
berkompeten di bidangnya. Menurut Rourke seperti yang dikutipSa’id (2007)
bahwabirokrasiadalahsistemadministrasi dan pelaksanaantugaskeseharianyang
terstrukturdalamsistemhierarki yang jelasdilakukandenganaturantertulis, dilakukan oleh
bagiantertentu  yang  terpisahdenganbagianlainnya  oleh  Orang-orang  yang
dipilihkarenakemampuan dan keahlian di bidangnya

Beberapapenulismendifinisikan reformasi sebagaisuatuperubahandibidangsosial,
politik, ekonomiatauhukumdalamsuatumasyarakatatau negara
untukperbaikansecaradrastisatauradikal. Jadi reformasi
birokrasidengansingkatdapatdiartikansebagaiperubahanradikaldalamsistempemerintahan
melalui proses menataulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan agar
menjadilebihefektif, efisien, dan produktif. Sehinggabilalayananpublikmasihbelumefektif,
efisien dan produtifmakadiperlukan reformasi.

Pada  dasarnyareformasi  birokrasiadalahsuatuperubahan signifikanelemen-
elemenbirokrasisepertikelembagaan, sumberdayamanusiaaparatur, ketatalaksanaan,
akuntabilitas, aparatur, pengawasan dan pelayananpublik, yang
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dilakukansecarasadaruntukmemposisikandiri (birokrasi) kembali,
dalamrangkamenyesuaikandiridengandinamikalingkungan yang dinamis. Perubahan
tersebutdilakukanuntukmelaksanakanperan dan fungsibirokrasisecaratepat, cepat dan
konsisten, gunamenghasilkanmanfaatsesuaidiamanatkankonstitusi. Perubahankearah yang

lebihbaik, merupakancerminandariseluruhkebutuhanyang
bertitiktolakdarifaktaadanyaperanbirokrasisaatini yang masihjauhdariharapan. Realitasini,
sesungguhnyamenunjukankesadaranbahwaterdapatkesenjanganantaraapa yang
sebenarnyadiharapkan, dengankeadaan yang sesungguhnyatentang
peranbirokrasidewasaini.

Penulismemaknaibahwa reformasi birokrasimerupakan salah
satucarauntukmembangunkepercayaanrakyat. Reformasi
birokrasiadalahsuatuusahaperubahanpokokdalamsuatusistem yang

tujuannyamengubahstruktur, tingkahlaku, dan keberadaanataukebiasaan yang sudah lama.
Ruang lingkup reformasi birokrasitidakhanyaterbatas pada proses dan prosedur, tetapi
juga mengaitkanperubahan pada tingkatstruktur dan sikapsertatingkahlaku. Hal
iniberhubungandenganpermasalahan ~ yang  bersinggungandenganwewenang dan
kekuasaan.

Reformasi  birokrasiadalahsebuahharapanmasyarakat pada pemerintah agar
mampumemerangi KKN dan membentukpemerintahan yang
bersihsertakeinginanmasyarakatuntukmenikmatipelayananpublik yang efisien, responsif
dan akuntabel. Makadariitumasyarakatperlumengetahui reformasi birokrasi yang
dilakukansaatini agar  kehidupanbernegaraberjalandenganbaik dan  masyarakat
jugadapatberposisisebagaipenilai dan pihak yang dilayanipemerintah.

B. TinjauanTerhadapZona Integritas
Zona Integritasadalahsebuahkonsep yang berasaldarikonsep island of integrity. Island
of integrity ataupulauintegritasbiasadigunakan oleh pemerintahmaupunNon-Government

Organization (NGO)untukmenunjukkansemangatnyadalampemberantasan dan
pencegahantindakpidanakorupsi. Ada dua kata kuncidalam Zona
Integritas,yaitu integrity ataupunintegritasdan island/zone ataupulau/kepulauan.

Integrity atauintegritasdiartikansebagaisikapataupunbudaya yang
menunjukkankonsistensiantaraperkataan dan

perbuatansertasikapuntukmenolaksegalatindakantercela yang dapatmerugikandiri dan
instansinya. Adapun zona atau island digambarkandengan unit-unit instansipemerintah
yang telahmenanamkannilaiintegritas di dalamnya.

Tahapan yang paling pentingdalam zona integritasadalahpembangunanitusendiri.

Pembangunan berartimembangunintegritas pada unit
instansipemerintahmelaluiberbagaiperubahan dan perbaikan yang terencana, massif,
komprehensif, dan sistematis. Membangunintegritasberartimembangunsistem,
membangunmanusia, dan

membangunbudaya.Membangunsistemberartimembangunberbagaiinstrumen, SOP, dan
peraturanuntukmencegahterjadinyatindakpidanakorupsi/perbuatantercelalainnya.

Sebagaicontoh, membangunsistempengendaliangratifikasi, membangunwhistle blowing
system, membangunsistempengendalian intern, dan
lainnya.MembangunManusiaberartimembangun mindset aparaturpemerintahuntukenggan,
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malu, dan merasabersalahmelakukantindakpidanakorupsi/tindakantercelalainnya. Proses
membangun mindset tidakmudah, karenaakanditemukankeenggananbahkanpenolakan.
Selainitu  pula  diperlukanwaktu yang  tidaksingkatdenganpembiasaan  yang
terusmenerus(https: //www.djkn.kemenkeu.go.id /cari?keyword=zona+integritas).

Salah satuhal yang juga menjadipenekanan pada Zona Integritas (ZI) adalahbahwa

sangat memungkinkanlahirnya zona-zona/island-island baru yang juga
ikutmenerapkansistemintegritas di dalamnya.
Munculnya island baruinidimungkinkanmelalui proses replikasi oleh unit
instansipemerintahlainnyakepada unit instansipemerintah yang
telahmenanamkansistemintegritasterlebihdahulu. Dalamrangkamengakselerasipencapaian
konsepintegritastersebut, makainstansipemerintah (pusat dan daerah)
perluuntukmembangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang
dapatmenjadipercontohanpenerapan pada unit-unit
kerjadalammelakukanpenataansistempenyelenggaraanpemerintahan yang baik, efektif dan
efisien, sehinggadapatmelayanimasyarakatsecaracepat, tepat, dan
profesionalsertamenghapuspenyalahgunaanwewenang, praktik KKN, dan
lemahnyapengawasan. Untukitu, perlusecarakonkretdilaksanakan program reformasi
birokrasi pada unit kerjamelaluiupayapembangunan Zona Integritas

(https://unnes.ac.id/gagasan/zona-nyaman-baru-bernama-zona-integritas).

Wilayah BebasdariKorupsi (WBK) adalahpredikat yang diberikankepadasuatu unit
kerja yang memenuhisebagianbesarManajemenPerubahan; Penataan Tata Laksana;
PenataanSistemManajemen SDM; PenguatanPengawasan; dan PenguatanAkuntabilitas
Kinerja. Sedangkan Wilayah BirokrasiBersih dan Melayani (WBBM) adalahpredikat yang
diberikankepadasuatu unit kerja yang memenuhisebagianbesarManajemenPerubahan;
Penataan Tata Laksana; PenataanSistemManajemen SDM; PenguatanPengawasan;
PenguatanAkuntabilitas Kinerja: dan PenguatanKualitasPelayanan Publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. ArahKebijakan

DalamrangkamewujudkanvisiPresiden 2020-2024 yakni “Terwujudnya Indonesia
Maju yang Berdaulat, dan Berkepribadianberlandaskan Gotong-Royong”.
Visitesebutdijalankandalam 9 (Sembilan) misi, yaitu:
Peningkatankualitasmanusia Indonesia.
Strukturekonomi yang produktif, mandiri dan berdayasaing.
Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
Mencapailingkunganhidup yang berkelanjutan.
Kemajuanbudaya yang mencerminkankepribadianbangsa.
Penegakansistem hokum yang bebaskorupsi, bermartabat, dan terpercaya.
Perlindunganbagisegenapbangsa dan memberikan rasa aman pada seluruhwarga
negara.
Pengelolaanpemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergipemerintahandaerahdalamkerangka Negara kesatuan.

Sejalandenganvisi dan misi, RPJMN juga memberikanpenjelasan 5 (lima)
arahanutamaPresiden dan Wakil Presiden dan 7 (tujuh) agenda prioritaspembangunan

N UlE W =
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RPJMN tahun 2020-2024.

RPJMN 2020-2024 merupakantitiktolakuntukmencapaisasaranVisi Indonesia 2045
yaitu Indonesia Maju. Untukitu, penguatan proses
transformasiekonomidalamrangkamencapaitujuanpembangunantahun 2045 menjadi focus
utamadalamrangkapencapaianinfrastruktur, kualitassumberdayamanusia, layananpublik,
sertakesejahteraanrakyatyang lebihbaik. TerkaitdenganhaltersebutPresidenmenetapkan 5
(lima) arahanutamasebagai strategi dalampelaksanaanmisiNawacita dan
pencapaiansasaranVisi Indonesia 2045 sebagaimana yang terlihat pada gambarberikut:

Gambar 1
5 ArahanPresiden dan 7 Agenda Pembangunan

I 5 Arahan Presiden I 7 Agenda Pembangunan‘

Ketahanan Ekonomi untuk
Pertumbuhan Berkualitas

Pembangunan SDM

Pengembangan Wilayan untuk

9 9

SDM Berkualitas dan Berdaya

Pembangunan Infrastruktur
Saing

Revolusi Mental dan

D, .l

Penyederhanaan Regulasi

Infrastruktur untuk Ekonomi dan
Pelayanan Dasar

Penyederhanaan Birokrasi Lingkungan Hidup, Ketahanan

Bencana dan Perubahan lklim

Stabilitas Polhukankam dan
Transformasi Pelayanan Publik

Transformasi Ekonomi

Sumber: RPJMN 2020-2024

B. Reformasi Birokrasi
Reformasibirokrasimerupakanupayauntukmelakukanpembaharuandanperubahanme
ndasarterhadapsistempenyelenggaraanpemerintahanterutamamenyangkutaspek-
aspekkelembagaan(organisasi),ketatalaksanaan(business
prosess)dansumberdayamanusia(aparatur).Reformasibirokrasiadalahlangkahstrategisuntu
kmembangunaparaturnegaraagar
lebihberdayagunadanberhasilgunadalammengembantugasumumpemerintahandan
pembangunannasional.Selainitu,pesatnyakemajuanilmupengetahuan,teknologiinformasida
nkomunikasi,sertaperubahanlingkunganstrategismenuntutbirokrasipemerintahanuntukdir
eformasidandisesuaikandengandinamikatuntutanmasyarakat.
Olehkarenaitu,harussegeradiambillangkah-langkahyang
bersifatmendasar,komprehensif,dansistematiksehinggatujuandansasaranyangtelahditetapk
andapatdicapaidenganefektifdanefisien.Reformasidisinimerupakanproses
pembaharuanyangdilakukansecarabertahapdanberkelanjutansehinggatidaktermasukupaya
dan/atautindakanyangbersifatradikaldan revolusioner.
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Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas secara global
mengacukepadaPeraturanPresidenNomor 81 tahun 2010 tentangGrand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025 dan secara Teknis mengikutiarahandalamPeraturan Menteri
PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 25 Tahun 2020
TentangRoad Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan juga Peraturan Menteri
PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 10 Tahun 2019
TentangPerubahan Atas PeraturanMenteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi
BirokrasiNomor 52 Tahun 2014 TentangPedoman Pembangunan Zona IntegritasMenuju
Wilayah  BebasKorupsi (WBK) dan Wilayah BirokrasiBersih dan Melayani
(WBBM )kemudiandiperbaharuilagidenganPermenPAN-RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang
Pembangunan dan Evaluasi Zona IntegritasMenuju Wilayah BebasdariKorupsi dan Wilayah
BirokrasiBersih dan Melayani di InstansiPemerintah.

Merujuk pada PeraturanPresidenNomor 81 Tahun 2010 tentangGrand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagidalamtigaperiodeRoad Map Reformasi
Birokrasinasional, yaitu Road Map Reformasi BirokrasiTahun 2010-2014, 2015-2019, dan
2020-2024, sebagaimana yang dapatdilihat pada gambarberikut:

Gambar 2
Gran design ReormasiBirokrasi Nasional 2010 - 2025

Menjadi
2024 Pemerintahan
Kelas Dunia

DYNAMIC
GOVERNANCE

PERFORMANCE BASED
BUREAUCRACY

201 9 Pada tahun 2025, Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan:

RULE BASED a. tidak ada korupsi; b. tidak ada pelanggaran; c. APBN
BUREAUCRACY dan APBD balk;_ d semua program selesai dengan ballk;
2 01 4 &. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat; f.

komunikasi dengan publik baik; g. penggunaan waktu

(jam kerja) efektif dan produktif; h. penerapan reward dan

punishment secara konsisten dan berkelanjutan; i. hasil

pemb nyata (prop ihan, prolapangan

Perpres No. 81Th. 2010 kerja, dan propengurangan kemiskinan)

201 0 Roadmap 2010-2014 Roadmap 2015-2019 Roadmap 2020-2025

Periode | Periode Il Periode Il
OLD PUBLIC NEW PUBLIC GOVERNANCE
ADMINISTRATION MANAGEMENT

Sumber :PaparanlmplementasiKebijakan RB dan Pembangunan ZI KemenPAN-RB,
2021

Saatini Reformasi BirokrasitelahmasukkepadaperiodeketigaatauterakhirdariGrand
Design Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahapakhirini, Reformasi
Birokrasidiharapkanmenghasilkankarakterpegawai yang berkelas dunia (birokrasikelas
dunia) yang dicirikandenganbeberapahal, yaitupelayananpublik yang berkualitas dan tata
kelola yang efektif dan efisien.

DalamRoad  Map  Reformasi  Birokrasi  2020-2024 ini, asas yang
akandikedepankanadalahFokus dan Prioritas. Fokusberartibahwaupaya Reformasi
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Birokrasiakandilakukansecarafokus pada akarmasalah tata  kelolapemerintahan.

Prioritasberartisetiapinstansiakanmemilihprioritasperbaikan tata

kelolapemerintahansesuaidengankarakteristiksumberdaya dan tantangan yang dihadapi.
Khusus pada level mikro,

pendekataninidilakukandenganpertimbanganbahwakegiatanpenjaminankualitas yang

akandilakukan pada tahap masing-masing instansi yang telahmelaksanakan Reformasi
Birokrasi dan pembangunan Zona Integritasmenuju Wilayah BebasKorupsi (WBK) dan
Wilayah BirokrasiBersih dan Melayani (WBBM). Dalamhalinikegiatanpenjaminankualitas
yang dilakukanadalahmemastikanbahwa program dan kegiatan Reformasi Birokrasi dan
pembangunan Zona Integritasmenuju WBK/WBBM yang dilakukan Kementerian/Lembaga
akanmencapaihasilsesuai yang ditetapkandalam Road Map Reformasi Birokrasi.

Birokrasisebagaipelaksanatugaspemerintahterusmelakukanperubahandalammencap
aisasaranreformasi
birokrasidenganmeningkatkankualitaspelayananpubliksertamemudahkan dan
mendekatkanpelayanankepadamasyarakat. Reformasi birokrasimerupakansalah
satulangkahdalammendukungprogram
pemerintahuntukmelakukanpenataanterhadapsistempenyelenggaraanorganisasiyang baik,
efektif, dan efisiensehinggamelayanicustomer/pelanggan (masyarakat/mitrakerja)
secaracepat,tepat, danprofesional.
Dalamupayamewujudkangoodgovernancedancleangovernmentmenujuaparaturdan
organisasiyangbersihdan
bebasdariKKNdanmemilikiakuntabilitaskinerjasertamampumemberikanpelayananprimadi
lakukan pada 8 Area Perubahansebagaimana yang dapatkitalihat pada
gambardibawahini:

Gambar 3
GrandDesign Reformasi Birokrasi Nasional 2010 - 2025

PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH:

1. BIROKRASI YANG KAPABEL
2. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL

3. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

< PENINGKATAN
KUALITAS
PELAYANA
PUBLIK

KEBIJAKAN
PENATAAN
ORGANISASI
APARATUR
PENGUATAN
AKUNTABILITAS
PENGUATAN
PENGAWASAN

<
r
%
"4
S

MANAJEMEN

PERUBAHAN

DEREGULASI
PENATAAN SDM

<
-
g
[
<
z
]
o

AREA PERUBAHAN

Sumber :PaparanlmplementasiKebijakan RB dan Pembangunan ZI KemenPAN-RB, 2021
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C. Pembangunan Zona IntgeritasMenuju WBK & WBBM

Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah BebasKorupsi (WBK) dan Wilayah
BirokrasiBersih dan Melayani (WBBM) di lingkunganKementerian/Lembaga didasarkan
pada Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor
10 Tahun 2019 tentangPerubahanatasPeraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara
dan Reformasi BirokrasiNomor 52 Tahun 2014 tentangPedoman Pembangunan Zona
IntegritasMenuju WBK dan WBBM di lingkunganInstansiPemerintahan.

Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi
BirokrasisebagaimanadiataskemudiandiperbaharuilagidenganPermenPAN-RB Nomor 90
Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona IntegritasMenuju Wilayah
BebasdariKorupsi dan Wilayah BirokrasiBersih dan Melayani di InstansiPemerintah.

Pembangunan dan evaluasi Zona IntegritasMenuju Wilayah BebasdariKorupsi dan
Wilayah BirokrasiBersih dan Melayanimeliputi 6 (enam) area pengungkit yang
harusdimanapemenuhan dan pembaharuanmenjadiuratnadikeberhasilannyayaitu:
ManajemenPerubahan, Penataan Tata Laksana,PenataanSistemManajemen SDM,
PenguatanPengawasan, PenguatanAkuntabilitas Kinerja, dan PenguatanKualitasPelayanan
Publik, sebagaimanaKerangkalogis yang kitalihat pada gambarberikut:

Gambar 4
KerangkalLogis Pembangunan Zona Integritas

KOMPONEN PENGUNGKIT (60%) KOMPONEN HASIL (40%)
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3 Pemenuhan Pemerintahan g
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8 Ref Akuntabel 5

= eform .
1. Survey Persepsi Survey persepsi

Anti Korupsi Pelayanan Publik

2. Capaian Kinerja

Sumber :PaparanKemenPAN-RB tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI menuju
WBK& WBBM berdasarkanPermenPAN-RB Nomor 90 Tahun 2021

Proses pembangunan Zona Integritasmerupakantindaklanjutpencanangan Zona
Integritas yang difokuskan pada penerapan program ManajemenPerubahan, Penataan
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TataLaksana, PenataanManajemen SDM, PenguatanPengawasan, PenguatanAkuntabilitas
Kinerja, dan PeningkatanKualitasPelayanan Publik yang lebihbersifatkonkret.

Dalampenetapan Zona Integritasmenuju WBK dan WBBM
ditentukandenganduakomponen yang harusdibangunyaitukomponenpengungkit dan
komponenhasil. KomponenPengungkitmeliputienam program bidang:
ManajemenPerubahan, Penataan Tata Laksana, PenataanManajemen SDM,
PenguatanAkuntabilitas Kinerja, PenguatanPengawasan, dan
PeningkatanKualitasPelayanan yang
diharapkandapatmenghasilkansasaranaparatur/pegawai pada Ditjen Bina
AdministrasiKewilayahan yang bersih dan bebas KKN
sertapeningkatankualitaspelayananpubliksebagaikomponenhasil.

Terdapat 6 (enam) pengungkit yang sekaligusmenjadi area

perubahandalampembangunan ZI denganpejabaransebagaiberikut:

1. ManajemenPerubahan; ManajemenPerubahan bertujuan untuk mengubah secara
sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mindset), serta budaya Kkerja
(culture set) individu pada lembaga yang dibangun agar menjadi lebih baik sesuai
dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritasitusendiri. Target yang ingin
dicapai melalui program ini adalah:

a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan seluruh pegawai dalam
membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM,;

b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja;

c. Menurunnyarisikokegagalan yangdisebabkan kemungkinan timbulnya resistensi
terhadap perubahan.

2. Penataan Tata Laksana; Penataan Tata Laksanabertujuanuntukmeningkatkanefisiensi
dan efektivitassistem, proses, dan prosedurkerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur
pada Zona Integritasmenuju WBK/WBBM. Target yang ingindicapai pada tia-tiap
program iniadalah :

a. Meningkatnyapenggunaanteknologiinformasidalamprosespenyelenggaraanmanaje
men pada Zona Integritasmenuju WBK/WBBM;

b. Meningkatnyaefisiensi dan efektivitas proses manajemen pada Zona
Integritasmenuju WBK/WBBM; dan

c. Meningkatnyakinerja pada Zona Integritasmenuju WBK/WBBM

3. PenataanSistemManajemen SDM; PenataanSistemManajemen SDM
bertujuanuntukmeningkatkanprofesionalisme SDM (aparatur/pegawai) pada Zona
Integritasmenuju WBK/WBBM. Target yang ingindicapaimelalui program iniadalah:

a. Meningkatkanketaatanterhadappengelolaan SDM pada tiap-tiap Zona
Integritasmenuju WBK/WBBM;

b. Meningkatnyatransparansi dan akuntabilitaspengelolaan SDM pada tiap-tiap Zona
Integritasmenuju WBK/WBBM,;

c. Meningkatnyadisiplin SDM pada tiap-tiap Zona Integritasmenuju WBK/WBBM;

d. Meningkatnyaefektivitasmanajemen SDM pada Zona Integritasmenuju WBK/WBBM;

e. Meningkatnyaprofesionalisme SDM pada Zona Integritasmenuju WBK/WBBM.

4. PenguatanAkuntabilitas Kinerja;
PenguatanAkuntabilitaskinerjabertujuanuntukmeningkatkankapasitas dan
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akuntabilitaskinerjaKelemterian/Lembaga. Target yang ingindicapaimelalui program
iniadalah :
a. Meningkatnyakinerjainstansipemerintah; dan
b. Meningkatnyaakuntabilitasinstansipemerintah

5. PenguatanPengawasan;

Penguatanpengawasanbertujuanuntukmeningkatkanpenyelenggaraanorganisasi yang
bersih dan bebas KKN. Target yang ingindicapaimelalui program iniadalah:
a. Meningkatnyakepatuhanterhadappengelolaankeuangannegara;
b. Meningkatnyaefektivitaspengelolaankeuangannegara;
c. Menurunnyatingkatpenyalahgunaanwewenang.

6. PenguatanKualitasPelayanan Publik;
Peningkatankualitaspelayananpublikmerupakansuatuupayauntukmeningkatkankualita
sdaninovasipelayananpubliksesuaikebutuhandan harapanmasyarakat.Target
yangingindicapaimelaluiprogram peningkatankualitaspelayananpublikiniadalah:

a. Meningkatnyakualitaspelayananpublik(lebihcepat,lebihmurah,lebihaman, dan
lebihmudahdijangkau);
b. Meningkatnyajumlahunit pelayananyang

memperolehstandardisasipelayananinternasional;
c. Meningkatnyaindekskepuasanmasyarakatterhadappenyelenggaraanpelayananpubl

ik.
DalampembangunanZonalntegritasMenujuWilayah BebasKorupsidan
WilayahBirokrasiBersihdanMelayaniyangmerupakanwujudreformasi birokrasi,

fokuspelaksanaanreformasibirokrasitertujupadaduasasaranutamasebagaisebuahhasil yang
ingindicapai,yaitu

1. TerwujudnyaAparaturyangBersihdan BebasdariKKN
(20%),diukurdenganmenggunakanukuranyaitu: (D)
Nilaipersepsikorupsi(surveieksternal);dan (2)

PresentasipenyelesaianTindakLanjutHasilPemeriksaan(TLHP).
2. TerwujudnyaPeningkatanKualitasPelayananPublikkepadaMasyarakat(20%),
diukurmelaluinilaipersepsikualitaspelayanan(surveieksternal).

KESIMPULAN

Reformasi Birokrasimerupakansalah satulangkahdalammendukungprogram
pemerintahuntukmelakukanpenataanterhadapsistempenyelenggaraanorganisasiyang
baikdalamupayamewujudkangoodgovernancedancleangovernmentmenujuaparaturdan
organisasiyangbersihdan
bebasdariKKNdanmemilikiakuntabilitaskinerjasertamampumemberikanpelayananprimaya
ng dilakukan pada 8 Area Perubahan. SedangkanZona Integrasi sendiriadalahpredikat
yang diberikankepadaKementerian/Lembaga atauinstansipemerintah yang pimpinan dan
jajarannyamempunyaikomitmenuntukmewujudkan =~ WBK/WBBM melalui reformasi
birokrasi, khususnyadalamhalpencegahankorupsi dan
peningkatankualitaspelayananpublik. WBK adalahpredikat yang diberikankepadasuatu unit
kerja yang memenuhisebagianbesar program manajemenperubahan, penataan tata laksana,
penataansistemmanajemen SDM, penguatanakuntabilitaskinerja, dan
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penguatanpengawasan. WBBM adalahpredikat yang diberikankepadasuatu unit kerja yang

memenuhisebagianbesarkelima program pada WBK di atasditambahdengan program
penguatankualitaspelayananpublik.
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